
 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 
 

NOMOR       02       TAHUN 2005 
 

T E N T A N G 
 

PERIZINAN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN JASA BOGA DI 
KABUPATEN BANTUL 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANTUL, 

 
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberdayakan potensi kepariwisataan di 

Daerah, perlu mengatur kegiatan usaha restoran , rumah makan dan 
jasa boga; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perizinan Usaha 
Restoran, Rumah Makan Dan Jasa Boga di Kabupaten Bantul; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa 
Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);  

 
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan  

(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor  78, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3427); 

 
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang 
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 

 
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3821); 

 
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3851); 

 
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 
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7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah ; 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 

Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 
(Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang 

penyelenggaraan kepariwisataan; 
 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah; 
 
11. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor 

KM.73/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan; 
 
12. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor 

KM.95/HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha dan 
Penggolongan Restoran; 

 
13. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor 

KM.9/PW.102/MPPT-93 tentang Usaha Jasa Boga; 
 
14. Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KEP-

102/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha 
Pariwisata; 

 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul; 

 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang 

Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bantul  Tahun 2000 Nomor 15 Seri D); 

 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul 
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16 Seri D); 

 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang 

Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 01 
Seri B); 

 
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2001 tentang 

Rencana Strategis Kabupaten Bantul Tahun 2001-2005 (Lembaran 
Daerah Tahun 2001 Nomor 60 Seri D); 

 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan dan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7 Seri D); 

 
 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL 
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Dan  
 

BUPATI BANTUL 
 

M E M U T U S K A N  : 
 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERIZINAN USAHA 

RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN JASA BOGA DI KABUPATEN 
BANTUL 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bantul; 
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga 

perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul; 
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai undur 

penyelenggara Pemerintah Daerah; 
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Bantul; 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul; 
7. Usaha restoran adalah usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh 

bangunan permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses 
pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman bagi 
umum di tempat usahanya; 

8. Usaha Jasa boga adalah 
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 

2005 tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan Dan Jasa Boga di 
Kabupaten Bantul. 

BAB II 
Bentuk Usaha 

Pasal 2 
 
Usaha restoran , rumah makan dan jasa boga dapat berbentuk badan atau 
perseorangan. 
 

BAB III 
PENGUSAHAAN RESTORAN , RUMAH MAKAN DAN JASA BOGA 

BAgian Kesatu 
Pengusahaan Restoran dan Rumah Makan 

Pasal 3 
 
(1) Pengusahaan usaha restoran dan rumah makan adalah penyediaan jasa 

pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok. 
 
(2) Selain jasa pelayanan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud ayat (1) 

dapat meliputi penyelenggaraan hiburan atau kesenain atau pertunjukan. 
 
(3) Penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa musik, siaran 

televise atau video pertunjukan seni tari seni suara dan pertunjukan terbatas serta 
pameran merchandise tanpa memungut biaya kepada pengunjung. 

 
 


